BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
B. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 tahun 2008 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2008   tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinpermades mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades mempunyai fungsi : 

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4. Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

5. Pelaksanaan Pemberdayaan Adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

6. Pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

7. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna;

8. Penelitian dan pengkajian bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9. Pelaksanaan pengolahan,pengkajian, dan penyajian profil desa;

10. Pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;

11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat;

13. Fasilitasi Penyediaan sarana prasana dasar masyarakat;

14. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretaris:

b.1. Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan

b.2. Sub. Bag. Umum dan Kepagawaian
c. Bidang. Kelembagaan Masyarakat Desa, terdiri dari :

c.1. Seksi Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa

c.2. Seksi Pengembangan Pranata Sosial dan SDM

c.3. Seksi Perkembangan Desa

d. Bidang Pembangunan Desa

d.1. Seksi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong Royong

d.2. Seksi Pendayagunaan Sarana Prasarana Masyarakat

d.3. Seksi Keuangan Desa

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
e.1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

e.2 Seksi Pemanfatan Sumber Daya Alam dan Tekonologi Tepat Guna

Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di SKPD Dinpermades adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kasubid menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal;

2. Kepala Dinas selaku Pimpinan Satuan Organisasi mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan Kepala Dinas mengambil langkah–langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan;
3. Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

4. Kepala Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk yang ada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan pada waktunya;

5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya akan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

6. Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan akan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunayi hubungan kerja;

7. Dalam melaksanan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala Dinas mengadakan rapat berkala;

Kepala Bidang didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
· Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum,  kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas

Fungsi Sekretaris sebagai berikut:
a. Menyusun rencana opersional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinpermades sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengarahkan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat dan instansi terkait sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar terget kerja tercapai sesuai rencana;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinpermades sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinpermades sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinpermades secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
f. Menyelenggarakan program dan kegiatan Su Bagian Administrasi Umum dan Kepagawaian serta, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinpermades dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinpermades sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
· Bidang  Kelembagaan Masyarakat dan Desa
Kepala bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan kapasitas lembaga desa, pengembangan pranata sosial dan sumber daya manusia serta perkembangan desa meliputi pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, pengembangan dan pelestarian adat istiadat da sosial budaya, penyusunan dan pendayagunaan profil desa/kel, Desa/Kel Binaan dan Lomba Desa/kel. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinpermades.
Fungsi Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa berdasarkan program kerja Dinpermades serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
f. Menyusun kebijakan program pengembangan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Menyusun kebijakan program pengembangan dan pelesatrian adat istiadat
h. Menyusun kebijakan program penyusunan dan pendayagunaan profil Desa/Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i. Menyusun kebijakan program program Desa/Kelurahan Binaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
j. Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan program Lomba Desa/Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa dengan cara membadingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
· Bidang Pembangunan Desa
Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembangunan desa dan swadaya gotong royong, pendayagunaan sarana dan prasarana masyarakat dan keuangan desa meliputi pengembangan partisipasi dalam pembangunan, fasilitasi percepatan pembangunan perdesaan, fasilitasi pendayagunaan sarana dan prasarana masyarakat, fasilitasi  perencanaan pembangunan desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada desa, kebijakan perimbangan keuangan, fasilitasi penyusunan APBDesa, penyusunan pedoman keuangan desa dan penyusunan pedoman pengelolaan barang/jasa desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinpermades.

Fungsi Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pembangunan Desa berdasarkan program kerja Dinpermades serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembangunan desa sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pembangunan desa Dinpermades sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang pembangunan desa dinpermades sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembangunan Desa Dinpermades secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
f. Menyusun kebijakan teknis program pengembangan partisipasi dalam pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. Menyusun kebijakan teknis program fasilitasi perencanaan pembangunan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. Menyusun kebijakan teknis program fasilitasi bantuan keuangan kepada desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

i. Menyusun kebijakan teknis program fasilitasi pendayagunaan sarana dan prasarana masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

j. Menyusun kebijakan teknis program keuangan desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembangunan Desa Dinpermades dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Desa Dinpermades sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun  tertulis.

· Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Bidang mempunyai tugas mempimpin dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna meliputi kerjasama antar desa, pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan kawasan perdesaan serta peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinpermades.
Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat  sebagai berikut :
a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan program kerja Dinpermades serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinpermades sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan masyarakat Dinpermades sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinpermades secara berkala sesuai dengan pearturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
f. Menyusun kebijakan kegiatan program kerja sama antara desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Menyusun kebijakan program pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
h. Menyusun kebijakan program program pemanfaatan sumber daya alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
i. Menyusun kebijakan program program pengembangan teknologi tepat guna sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
j. Menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan program pengembangan kawasan perdesaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
k. Menyusun kebijakan program program peningkatan kapasitas dan pelatihan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinpermades dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinpermades sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
n. Melaksanasakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lusan maupun tertulis.
C. Kepegawaian
Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinpermades maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai. Sumber Daya Manusia Dinpermades Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2018, dapat dirinci sebagai berikut :
TABEL 1.1

KONDISI PEGAWAI DINPERMADES
	NO
	URAIAN
	JML PEGAWAI
	KET

	1
	2
	3
	4

	Kondisi pegawai berdasarkan:

	1
	KualisasiPendidikan
	 
	 

	
	a.
	SD
	1
	 

	
	b.
	SMP
	1
	 

	
	c.
	SMA
	8
	 

	
	d.
	SarjanaMuda (D-III)
	3
	 

	
	e.
	S-1 dan D-IV
	10
	 

	
	f.
	S-2
	6
	 

	Jumlah
	29
	 

	2
	Pangkat/Golongan
	
	 

	
	a
	Gol I
	1
	 

	
	b
	Gol II
	8
	 

	
	c
	Gol III
	14
	 

	
	d
	Gol IV
	6
	 

	Jumlah
	29
	 

	3
	Jabatan
	
	 

	
	a
	Eselon II
	1
	

	
	b
	Eselon III
	3
	

	
	c
	Eselon IV
	8
	

	
	d
	Eselon V
	0
	

	
	e
	JabatanFungsional Khusus
	0
	

	
	f
	JabatanFungsionalUmum
	17
	

	Jumlah
	29
	


Dari data table di atas rata-rata pegawai di Dinpermades merupakan lulusan DIII, S1, S2 dengan pangkat golongan III dan IV.
D.  Isu Strategis Dinpermades
Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan  dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinpermades secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN TEMANGGUNG AGAR LEBIH KOMPETITIF DITENGAH KETATNYA PERSAINGAN PADA TINGKAT LOKAL, REGIONAL DAN GLOBAL. 
Secara singkat Dinpermades memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mengoptimalkan sumber daya (aparat desa) dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat;

2. Meningkatkan SDM masyarakat desa dalam pembangunan;

3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui pemanfaatan potensi dan kearifan lokal desa;
4. Mengoptimalkan bantuan langsung masyarakat dan peningkatan fasilitasi Bimtek dan pelatihan Pemerintah Desa.

Adapun permasalahan utama Dinpermades yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pemberdayaan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :
1. Kondisi Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa belum optimal baik dari segi pendidikan dan jumlah personil, hal ini menyebabkan belum siapnya aparatur pemerintah desa untuk mengelola dana yang cukup besar, kondisi saat ini masih banyak perangkat desa yang masih kosong, dikarenakan berhenti karena habis masa jabatan atau karena diberhentikan karena sebab lain;

2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu:

a. Masih rendahnya pelayanan aparatur pemerintahan desa dan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;

b. Masih minimnya kualitas paratur pemerintah desa;

c. Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan/SPJ keuangan desa;

d. Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
e. Masih perlunya kerangka regulasi tentang pemerintah desa;

f. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBdesa sebagai daya dukung pembangunan desa.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dari 266 desa di 20 kecamatan telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa, yang mengelola bidang jasa, pasar desa, rental, pengembangan pariwisata skala desa, namun belum semua desa melaksanakan secara optimal;

4. Sistem Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa maupun RKPDesa belum sepenuhnya menggunakan kajian PKD desa sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas keinginan bukan kebutuhan masyarakat;
5. Belum ada sinkronisasi antar OPD di tingkat kabupaten dalam melakukan pendampingan kepada desa karena belum ada yang mengatur hal tersebut

E. Sistematika Penyusunan
Sitematika penyajian LKjIP Dinpermades Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1.) Bab I
: Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi. 
2.) Bab II
: Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 
3.) Bab III
: Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.
4.) Bab IV
: Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

BAB II

PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinpermades Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2014-2018 visi Dinpermades adalah:
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“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAN DESA YANG MAJU DAN MANDIRI”

Maju mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan daerah dengan dilandasi sikap disiplin, bekerja keras, cerdas dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri.

Mandiri mengandung makna terwujudnya masyarakat yang mempunyai kapasitas mengelola potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan Visi Dinpermades di atas, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan dirumuskan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat,  pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan, dan Teknologi Tepat Guna;

2. Mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penanggulangan kemiskinan;

3. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur;

4. Mendorong pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;

5. Mendorong pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam upaya menuju kemajuan dan kemandirian desa;

TABEL 2.1

HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
	VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT DAN DESA YANG MAJU DAN MANDIRI

	No.
	Misi
	Tujuan
	Sasaran

	1.
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
	Terwujudnya kelembagaan yang kuat, efektif dan Efisien serta sosial budaya masyarakat yang mendukung kemandirian dan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya tipe klasisifikasi desa

	
	
	
	Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif

	
	
	
	Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan

	
	
	Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat desa/kelurahan melalui lembaga ekonomi yang maju serta meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan
	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif



	
	
	Terwujudnya pemasyarakatan Teknologi Tepat Gunas dan pemanfaatan sumber daya alam
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
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Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator

	1.
	Terwujudnya kelembagaan yang kuat, efektif dan Efisien serta sosial budaya masyarakat yang mendukung kemandirian dan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya tipe klasisifikasi desa
	Cakupan peningkatan klasifikasi desa

	
	
	Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
	Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif

	
	
	
	Prosentase Partisipasi Rumah Tangga sasaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa

	
	
	Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan
	Capukan penyusunan data profil desa/kelurahan berbasis web

	
	Terwujudnya peningkatan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat desa/kelurahan melalui lembaga ekonomi yang maju serta meningkatkan swadaya masyarakat dalam pembangunan
	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif


	Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif



	
	Terwujudnya pemasyarakatan Teknologi Tepat Gunas dan pemanfaatan sumber daya alam
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna
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Perjanjian Kinerja  pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, Dokumen RKPD Tahun 2018 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2018, serta dokumen APBD Tahun 2018. Dinpermades Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Target 2018
	Rumus
	SUMBER DATA

	1
	2
	3
	4
	7
	8

	1
	Meningkatnya tipe klasisifikasi desa
	1
	Cakupan peningkatan klasifikasi desa
	30%

	Jumlah peningkatan klasifikasi desa dibagi Jumlah Desa x 100


	Dinpermades


	2
	Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
	2
	Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif


	100%
	Jumlah Desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dibagi jumlah desa x 100


	Dinpermades

	
	
	3
	Prosentase Partisipasi Rumah Tangga sasaran dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa


	20%
	Jumlah Rumah Tangga Sasaran  yang hadir pada Musrenbang Desa dibagi Jumlah Rumah Tangga Sasaran x 100


	Dinpermades

	3
	Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan

	4
	Capukan penyusunan data profil desa/kelurahan berbasis web

	100%
	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah menyusun profil secara lengkap dan benar dibagi Jumlah Desa dan Kelurahan x 100


	Dinpermades

	4
	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif
	5
	Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif


	80%
	Jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada x 100


	Dinpermades

	5
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
	6
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna


	37%
	Jumlah kelompok yang menerapkan  Teknologi Tepat Guna dibagi jumlah kelompok TTG yang ada x 100


	Dinpermades
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Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:
1. SIMPEDA : Sistem Perencanaaan Pembangunan Daerah

[image: image5.wmf]Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.
2. SIAK : Sistem Informasi Akuntasi Keuangan 
Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Bagian sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.



3. SIBANGDA : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan. 
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

I.  Capaian Kinerja Organisasi
Dinpermades Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajian Laporan Akuntablitas Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangg Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasarn yang ditetapkan.


Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Dinpermades Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Dinpermades telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Exelence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Dinpermades kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat. 
b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Dinpermades.
c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Dinpermades dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinpermades yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja  yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
Tabel 3.1 

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
	NO.
	SKALA CAPAIAN KINERJA
	KATEGORI

	1
	2
	3

	1
	100 %
	Memuaskan

	2
	85,00%  <  capaian < 99,99%
	Sangat baik

	3
	70,00%  <  capaian < 85,00%
	Baik

	4
	55,00 % <  capaian < 70,00 %
	cukup

	5
	Capaian < 55,00 %
	kurang


Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 


Dinpermades Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinpermades Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 5 sasaran dan 6 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 . Pencapaian kinerja sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran

	No
	Predikat
	Jumlah Sasaran
	Jumah Indikator Kinerja

	1
	Memuaskan
	5
	6

	2
	Sangat baik
	0
	0

	3
	Baik
	0
	0

	4
	Cukup
	0
	0

	5
	Kurang
	0
	0

	Jumlah
	5
	6


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari semua 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja capaian sasaran dengan predikat memuaskan atau tercapai 100%.

 Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagi berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran

	No
	Sasaran
	Jumlah Indikator
	Rata-rata capaian
	Keterangan

	1
	Meningkatnya tipe klasisifikasi desa
	1
	105
	memuaskan

	2
	Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
	2
	100
	memuaskan

	3
	Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan

	1
	100
	memuaskan

	4
	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif
	1
	123
	memuaskan

	5
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
	1
	149
	memuaskan

	Jumlah
	6
	115
	memuaskan


Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran dan 6 Indikator sesuai dengan Penetapak Indikator Kinerja Utama Dinpermades tahun 2018 dapat tercapai 115% atau kategori “memuaskan”. 

Pada tahun 2018, Dinpermades telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dinpermades, terdapat 5 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :
1. Sasaran Strategis:
Meningkatnya tipe klasisifikasi desa
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat ”memuaskan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya tipe klasisifikasi desa disajikan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya tipe klasisifikasi desa
	Indikator sasaran
	Satuan
	Tahun 2017
	Capaian kinerja tahun 2017 (%)
	Tahun 2018
	Capaian kinerja tahun 2018 (%)
	Target  Akhir Renstra 2018

	
	
	Target
	Realisasi
	
	Target
	Realisasi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4/3*100
	6
	7
	8=6/7*100
	9

	1
	Cakupan Peningkatan klasifikasi tipe desa

	%
	25
	25,56
	102%
	30
	31,58
	105%
	100


	Rata-rata capaian kinerja
	
	
	
	102%
	
	
	105%
	


Ket. R = Realisasi  CK = Capaian Kinerja
· Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  indikator sasaran meningkatnya klasifikasi tipe desa, indikator sasarannya telah mencapai target. Bahkan indikator telah melebihi dari target yang ditetapkan.  Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 102 %, jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 105 % hasilnya meningkat 3% ada peningkatan capaian tipe klasifikasi di beberapa desa, oleh karena itu capaian kinerja sasaran dikategorikan memuaskan.
· Rekapitulasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan
Tabel 3.4
Rekapitulasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan 
	No
	Kecamatan
	Status
	Keterangan

	
	
	Kurang berkembang
	Berkembang
	Cepat Berkembang
	

	1
	Tretep
	-
	6
	5
	

	2
	Wonoboyo
	-
	13
	-
	

	3
	Bejen
	-
	12
	2
	

	4
	Candiroto
	-
	12
	2
	

	5
	Ngadirejo
	-
	16
	4
	

	6
	Parakan
	-
	9
	7
	

	7
	Bansari
	-
	9
	4
	

	8
	Kledung
	-
	9
	4
	

	9
	Bulu
	-
	13
	6
	

	10
	Temanggung
	-
	13
	12
	

	11
	Tlogomulyo
	-
	8
	4
	

	12
	Tembarak
	-
	10
	3
	

	13
	Selopampang
	-
	12
	-
	

	14
	Kranggan
	-
	8
	5
	

	15
	Pringsurat
	-
	9
	5
	

	16
	Kaloran
	-
	13
	1
	

	17
	Kandangan
	-
	16
	-
	

	18
	Gemawang
	-
	10
	-
	

	19
	Jumo
	-
	10
	3
	

	20
	Kedu
	1
	5
	8
	

	Jumlah
	1
	213
	75
	


Keterangan: sumber data Dinpermades Kab. Temanggung
Capaian kinerja pada indikator ini, Cakupan peningkatan tipe klasifikasi desa, Tahun 2018 dapat dicapai bahkan dapat melebihi target yang ditentukan yaitu meningkatnya jumlah desa kurang berkembang menjadi desa berkembang dan jumlah desa berkembang menjadi cepat berkembang.
· Capaian kinerja pada Sasaran Strategis meningkatnya kalsifikasi tipe desa Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017  mengalami kenaikan pada capian kinerja walaupun hanya sedikit. 
· Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengembangan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP-SPAMS  dengan capaian 99,87%
b. Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa dengan capaian 96,33%
c. Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 dengan capaian 99,53%
d. Fasilitasi pendamping desa dengan capaian 100%
e. Fasilitasi Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa dengan capaian 99,74%
f.     Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa  dengan capaian 98,03%
g. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan capaian 99,27%
h. Penyusunan dan Sosialisasi Perbup tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan capaian 96,87%
i.     Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa dengan capaian 93,59%
j.     Pembinaan Adat Istiadat dengan capaian 84,29%
k. Fasilitasi Penguatan Kapasitas LPMD dengan capaian 88,75%
Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat desa/kelurahan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Penyelenggaraan Lomba Desa/kelurahan  dengan capaian 99,91%
b. Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa/kelurahan dengan capaian 92,90%
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa  dengan capaian 94,23%
b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes dan Siskeudes dengan capaian 88,13%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa
· Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 1.454.670.023,- atau 96% dari total Pagu sebesar Rp.1.513.369.000,-. 
Realisasi keuangan sebesar 96 %  apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.
· Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100 % di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya tipe klasifikasi desa Tahun 2018 dengan target 100 % telah tercapai di tahun 2018.
2. Sasaran Strategis :
Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat ”memuaskan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 
Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif disajikan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 

Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
	Indikator sasaran
	Satuan
	Tahun 2017
	Capaian kinerja tahun 2017 (%)
	Tahun 2018
	Capaian kinerja tahun 2018 (%)
	Target  Akhir Renstra 2018

	
	
	Target
	Realisasi
	
	Target
	Realisasi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4/3*100
	6
	7
	8=6/7*100
	9

	1
	Cakupan Perencanaan Pembangunan desa yang Partisipatif
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	100%
	500



	2
	Persentase Partisi[asi Rumah Tangga sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
	%
	20
	20
	100%
	20
	20
	100%
	100



	Rata-rata capaian kinerja
	
	
	
	100%
	
	
	100%
	


Ket. R = Realisasi  CK = Capaian Kinerja
· Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  indikator sasaran meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, indikator sasarannya telah mencapai target.  Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100%, jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100% hasilnya sama, oleh karena itu capaian kinerja sasaran dikategorikan memuaskan.
· Capaian kinerja pada Sasaran Strategis meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sama. 
· Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangunan desa/kelurahan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa (posyandu) dengan capaian 95,62%
b. Bulan Bhakti Gotong Royong dengan capaian 95,38%
c. Fasilitasi perencanaan pembangunan desa dengan capaian 87,89%
d. Fasilitasi dana transfer ke desa dengan capaian 96,05%
e. Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa 84,46%
f. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/kelurahan dengan capaian 96,99%
g. Fasilitasi Implementasi UU Desa dengan capaian 97,70%
· Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 408.357.040,- atau 95% dari total Pagu sebesar Rp.428.119.000,-. 
Realisasi keuangan sebesar 95 %  apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.
Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100 % di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif Tahun 2018 dengan target 100 % telah tercapai di tahun 2018.
3. Sasaran Strategis :
Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan.
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat ”memuaskan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 
Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan disajikan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 3

Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan 
	Indikator sasaran
	Satuan
	Tahun 2017
	Capaian kinerja tahun 2017 (%)
	Tahun 2018
	Capaian kinerja tahun 2018 (%)
	Target  Akhir Renstra 2018

	
	
	Target
	Realisasi
	
	Target
	Realisasi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4/3*100
	6
	7
	8=6/7*100
	9

	1
	Cakupan penyusunan profil desa/kelurahan
	%
	100
	100
	100%
	100
	100
	100%
	456



	Rata-rata capaian kinerja
	
	
	
	100%
	
	
	100%
	


Ket. R = Realisasi  CK = Capaian Kinerja
· Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  indikator sasaran meningkatnya Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan, indikator sasarannya telah mencapai target.  Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 %, jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 % hasilnya sama, oleh karena itu capaian kinerja sasaran dikategorikan memuaskan.
· Capaian kinerja pada Sasaran Strategis meningkatnya Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sama. 
· Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan data/informasi/statistik daerah yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan dengan capaian 96,92%
· Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 47.508.000,- atau 97% dari total Pagu sebesar Rp.49.018.000,-. 
Realisasi keuangan sebesar 97%  apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.
Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100% di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu cakupan penyusunan profil desa/kelurahan Tahun 2018 dengan target 100% telah tercapai di tahun 2018.
4. Sasaran Strategis :
Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif. 

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat ”memuaskan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran 4

Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif 
	Indikator sasaran
	Satuan
	Tahun 2017
	Capaian kinerja tahun 2017 (%)
	Tahun 2018
	Capaian kinerja tahun 2018 (%)
	Target  Akhir Renstra 2018

	
	
	Target
	Realisasi
	
	Target
	Realisasi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4/3*100
	6
	7
	8=6/7*100
	9

	1
	Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif
	%
	65
	72,56
	112%
	80
	98,50
	123%
	257



	Rata-rata capaian kinerja
	
	
	
	112%
	
	
	123%
	


Ket. R = Realisasi  CK = Capaian Kinerja
· Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  indikator sasaran meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif, indikator sasarannya telah mencapai target.  Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 123 %, jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 112 % hasilnya meningkat 11%, oleh karena itu capaian kinerja sasaran dikategorikan memuaskan.
· Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 meningkat, hal tersebut dikarenakan adanya dukungan baik dari APBD maupun Provinsi. 
· Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam Rangka Ketahanan Pangan   dengan capaian 93,05%
b. Bintek Manajemen BUMDes / BUMADES dengan capaian 88,87%.
Tabel. 3.8
Jumlah BUMDES se kab. Temanggung
	No
	Kecamatan
	Jumlah BUMDesa

	
	
	2017
	2018

	1
	Tretep
	2
	7

	2
	Wonoboyo
	3
	6

	3
	Bejen
	3
	6

	4
	Candiroto
	2
	7

	5
	Ngadirejo
	5
	8

	6
	Parakan
	7
	14

	7
	Bansari
	9
	9

	8
	Kledung
	4
	8

	9
	Bulu
	8
	10

	10
	Temanggung
	2
	4

	11
	Tlogomulyo
	7
	8

	12
	Tembarak
	6
	12

	13
	Selopampang
	3
	10

	14
	Kranggan
	5
	6

	15
	Pringsurat
	5
	8

	16
	Kaloran
	3
	4

	17
	Kandangan
	4
	4

	18
	Gemawang
	4
	7

	19
	Jumo
	8
	10

	20
	Kedu
	6
	8

	Jumlah
	
	96
	156


Keterangan: sumber data Dinpermades Kab. Temanggung

· Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 63.478.000,- atau 90% dari total Pagu sebesar Rp.70.805.000,-. 
Realisasi keuangan sebesar 90%  apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.
Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100% di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu cakupan lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif Tahun 2018 dengan target 100% telah tercapai di tahun 2018.

5. Sasaran Strategis :
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna. 

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat ”memuaskan”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran 5

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
	Indikator sasaran
	Satuan
	Tahun 2017
	Capaian kinerja tahun 2017 (%)
	Tahun 2018
	Capaian kinerja tahun 2018 (%)
	Target  Akhir Renstra 2018

	
	
	Target
	Realisasi
	
	Target
	Realisasi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=4/3*100
	6
	7
	8=6/7*100
	9

	1
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna
	%
	28
	55
	198%
	37
	55
	149%
	121



	Rata-rata capaian kinerja
	
	
	
	198%
	
	
	149%
	


Ket. R = Realisasi  CK = Capaian Kinerja
· Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  indikator sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, indikator sasarannya telah mencapai target.  Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 198 %, jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 149 % hasilnya selisih 49%, walaupun persentase menurun namun target dan realisasinya sudah tercapai yaitu tahun 2018 target 37% tercapai 55% oleh karena itu capaian kinerja sasaran dikategorikan memuaskan.
· Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 ada selisih namun tidak mengurangi capaian dari target. 
· Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Monitoring&Evaluasi TTG, Kegiatan Krenova dengan capaian 94,56%.
Selain itu juga di dukung oleh Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan  desa yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan antara lain :
a. Penguatan keuangan desa dengan capaian 79,50%.
b. Sistem Informasi Desa (SID) dengan capaian 96,23%
· Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 149.999.000,- atau 91% dari total Pagu sebesar Rp.164.265.000,-. 
Realisasi keuangan sebesar 91%  apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.
Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100% di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna Tahun 2018 dengan target 100% telah tercapai di tahun 2018.


Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinpermades Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 5.179.249.351,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD,  secara ringkas  komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai,  sebesar Rp.2.642.723.351,-

2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar  Rp.2.536.526.000,-
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci  dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
	Tabel 3.9

	Realisasi Anggaran per kegiatan

	
	
	
	
	
	

	Sasaran
	 
	Program/Kegiatan
	Anggaran
	Realisasi           
	( % )       Realisasi Kegiatan

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	 Rp.
	Rp.
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Meningkatnya tipe klasisifikasi desa

	1
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	
	
	

	
	a
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP-SPAM
	23.830.000
	23.800.000
	99,87

	
	b
	Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa
	89.320.000
	86.045.000
	96,33

	
	c
	Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
	45.000.000
	43.785.000
	99,53

	
	d
	Fasilitasi Pendamping Desa
	46.700.000
	46.700.000
	100

	
	e
	Fasilitasi Kelembagaan BKAD
	47.800.000
	47.673.400
	99,74

	
	f
	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
	50.260.000
	49.269.000
	98,03

	
	g
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
	398.500.000
	395.606.000
	99,27

	
	h
	Penyusunan dan Sosialisasi Perbup tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
	23.065.000
	22.344.000
	96,87

	
	i
	Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan keuangan Kabupaten Kepada Desa
	262.567.000
	247.626.123
	93,59

	
	j
	Pembinaan Adat Istiadat
	19.430.000
	16.378.500
	84,29

	
	k
	Fasilitasi Penguatan Kapasitas LPMD
	20.000.000
	17.750.000
	88,75

	
	2
	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
	
	
	

	
	a
	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
	150.000.000
	149.872.000
	99,91

	
	b
	Pendataan awal, Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan
	49.550.000
	46.031.000
	92,90

	
	3
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	
	
	

	
	a
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa
	20.000.000
	12.844.000
	92,56

	
	4
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	
	
	

	
	a
	Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa
	52.752.000
	46.490.000
	94,23

	
	b
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes dan Siskeudes
	139.595.000
	131.539.000
	88,13

	2. Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif

	4
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
	
	
	

	
	a
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
	73.530.000
	70.308.000
	95,62

	
	b
	Bulan Bhakti Gotong Royong
	38.635.000
	36.850.000
	95,38

	
	c
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
	15.000.000
	13.184.000
	87,89

	
	d
	Fasilitasi Dana Transfer ke Desa


	160.500.000
	154.166.040
	96,05

	
	e
	Bintek Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
	22.344.000
	18.871.000
	84,46

	
	f
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa / Kelurahan
	58.110.000
	56.358.000
	96,99

	
	g
	Fasilitasi Implementasi UU Desa
	60.000.000
	58.620.000
	97,70

	3. Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan

	5
	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
	
	
	

	
	a
	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil desa/kelurahan
	49.018.000
	47.508.000
	96,92

	4. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif
	6
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	
	
	

	
	a
	Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka Ketahanan Pangan
	14.400.000
	13.399.000
	93,05

	
	b
	Bintek Manajemen BUMDes/BUMADES
	56.405.000
	50.079.000
	88,78

	5.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
	7
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	
	
	

	
	a
	Monitoring dan Evaluasi TTG dan Kegiatan Krenova
	75.000.000
	70.917.000
	94,56

	
	8
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
	
	
	

	
	a
	Penguatan keuangan desa
	23.475.000
	18.662.000
	79,50

	
	b
	Sistem Informasi Desa (SID)
	62.790.000
	60.420.000
	96,23

	Meninghkatnya kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur
	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	 
	 
	

	 
	a
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan pada tahun 2018 di Dinpermades Kabupaten Temanggung 
	15.000.000
	13.846.165
	92

	 
	b
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan pada tahun 2018 di Dinpermades Kabupaten Temanggung 
	5.000.000
	4.146.000
	83

	 
	c
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang meliputi BBM, Service, Suku cadang dan Perpanjangan STNK selama 1 tahun yang terdiri dari 25 kendaraan roda 2 dan 5 unit kendaraan roda 4 
	50.000.000
	48.743.375
	97

	 
	d
	Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya alat kebersihan dan bahan kebersihan serta terbayarnya honor petugas kebersihan kantor Dinpermades Kabupaten Temanggung selama 12 Bulan 

	21.000.000
	19.824.237
	94

	
	e
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan capaian kinerja tersediannya biaya jasa perbaikan peralatan kerja di Dinpermades Kabupaten Temanggung 


	5.000.000
	1.643.000
	33

	 
	f
	Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan 
	16.000.000
	15.997.500
	100

	 
	g
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang berupa blangko sdisposisi, buku kendali surat masuk dan keluar, Kop Bupati, Kop Surat dll, dan Penggandaan dokumen selama 12 bulan 
	7.000.000
	7.000.000
	100

	 
	h
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen listrik/penerangan kebutuhan  kantor selama 12 bulan
	7.500.000
	7.486.800
	100

	 
	i
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	2.700.000
	2.200.000
	81

	 
	j
	Penyediaan makanan dan minuman dengan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan petugas keamanan serta tamu Dinpermades selama 12 bulan 
	16.000.000
	14.729.400
	92

	 
	k
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi Dinpermades ke luar daerah selama 12 bulan 
	110.000.000
	109.844.700
	100

	 
	l
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan 
	7.000.000
	5.569.850
	80

	 
	2
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	 
	 
	

	 
	a
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja bertambahnya fasilitas peralatan perkantoran yang berupa Handycam, lap top, scaner, printer, karpet, drone dll
	50.000.000
	49.840.000
	100

	 
	b
	Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga, rak arsip, gordyn dll 
	25.000.000
	24.971.700
	100

	
	c
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 12 bulan dan terlaksananya rehab ruang kepala dinas

	40.000.000
	40.000.000
	100

	 
	3
	Program peningkatan disiplin aparatur
	 
	 
	

	
	a
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	8.250.000
	7.750.000
	94

	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengkajian Pembangunan daerah
	1
	Program  perencanaan pembangunan daerah
	
	
	

	 
	a
	Penyusunan dan pelaporaan dokumen perencanaan dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan dokumen Renja, RKA, RKPA, DPA, DPPA, LAKIP, LPPD  tahun 2018
	3.500.000
	3.500.000
	100

	Jumlah
	
	2.536.526.000
	2.430.187.790
	96


II.  Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Sasaran
Dalam melaksanakan tugasnya tentunya ada kendala dan masalah yang dihadapi, walaupun dalam pelaksanaan dan hasil capaian kinerjanya tidak berpengaruh namun akan lebih baik jika kita mengetahui kendala dan permasalahan apa saja yang dihadapi dan upaya atau solusi apa yang dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga capaian target sasaraan tetap bisa mencapai hasil yang maksimal.

Adapun secara rinci dapat kita lihat dalam tabel sebagai berikut :

	Tabel 3.10

	Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Sasaran

	
	
	
	
	

	Sasaran
	 
	Program/Kegiatan
	Permasalahan
	Solusi           

	
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	1
	2
	
	

	1. Meningkatnya tipe klasisifikasi desa

	1
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	
	

	
	a
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan/BP-SPAM
	SDM pengelola belum maksimal, tarif belum ditetapkan dengan Perdes
	On the Job training di masing-masing desa

	
	b
	Dukungan Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa
	-
	-

	
	c
	Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706
	- 
	-

	
	d
	Fasilitasi Pendamping Desa
	Minimnya anggaran untuk kegiatan rapat koordinasi yang seharusnya dilaksanakan tiap 2 bulan sekali
	Anggaran rapat dengan cara swadaya

	
	e
	Fasilitasi Kelembagaan BKAD
	-
	-

	
	f
	Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
	Kurangnya pemahaman pengelola LEM
	Dilakukan bintek manajemen LEM

	
	g
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
	Karena banyaknya kegiatan di PKK sehingga dibawah standar biaya kab. 
	Usulan penambahan anggaran untuk kegiatan PKK

	
	h
	Penyusunan dan Sosialisasi Perbup tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
	Anggaran yang belum memadai
	Perlunya tambahan anggaran agar kegiatan berjalan maksimal, sosialisasi bisa dilaksanakan sampai ke tingkat bawah

	
	i
	Verifikasi dan Fasilitasi Belanja Bantuan keuangan Kabupaten Kepada Desa
	Penetapan Bankeu pada APBD Perubahan waktunya mepet pada triwulan akhir sehingga agak menylitkan desa yang mendapatkan Banke terutama untuk kegiatan fisik
	Penepatan Bankeu perubahan lebih awal, sosialisasi ke desa agar kegiatan tidak hanyauntuk fisik saja

	
	j
	Pembinaan Adat Istiadat
	-
	-

	
	k
	Fasilitasi Penguatan Kapasitas LPMD
	-
	-

	
	2
	Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
	
	

	
	a
	Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
	Hadiah lomba desa tidak seimbang dengan jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
	Kenaikan besaran Hadiah juara lomba

	
	b
	Pendataan awal, Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan
	Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas personil yang ditugaskan sebagai Tim
	Pembinaan diserahkan kepada SKPD sesuai bidang tugsnya, tim terpadu monitoring evaluasi dilaksanakan Tenaga ahli

	
	3
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
	
	

	
	a
	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa
	-
	-

	
	4
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	
	

	
	a
	Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengadaan Barang dan Jasa
	Proses pengadaan barang/jasa yang lambat dari masing-masing TPK sehingga pelaksanaan pembangunan terlambat
	Pendampingan dan pembinaan proses pengadaan barang/jasa

	
	b
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDes dan Siskeudes
	Penyusunan APBDes dalam 2 tahun terakhir mengalami keterlambatan (tidak sesuai peraturan) karena adanya regulasi yang baru dan jumlah pagu indikatif yang terlambat infromasinya sampai ke desa
	Melakukan pendampingan penyusunan APBDes dan Klinik Siskeudes

	2. Meningkatnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif

	4
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
	
	

	
	a
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
	Kehadiran peserta kader posyandu masih belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan bintek
	Perlu kegiatan monev yang berkelanjutan agar pemahaman kader tentang pentingnya posyandu dapt terlaksana dengan efektif

	
	b
	Bulan Bhakti Gotong Royong
	-
	-

	
	c
	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
	Penetapan RKPDes belum sesuai dengan aturan
	Perlu sosialisasi dan pendampingan dalam proses penyusunan RKPDes.

	
	d
	Fasilitasi Dana Transfer ke Desa


	Laporan penggunaan dana desa belum dilaksanakan sesuai aturan
	Perlu sosialisasi dalam pendampingan secara intensif kepada desa dalam penyusunan pelaporan

	
	e
	Bintek Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa
	Bintek belum berjalan secara maksimal
	Masih minimnya anggaran dan perlu penambahan anggaran untuk bintek

	
	f
	Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa / Kelurahan
	Pemberkasan permohonan pencairan dari desa terlambat, pengiriman SPJ dari desa terlambat
	Rapat koordinasi, pendampingan dan pemberitahuan ke desa lebih awal

	
	g
	Fasilitasi Implementasi UU Desa
	Pembekalan kepada KPMD kurang maksimal karena terbatasnya jumlah jam bintek
	Ditambahnya jam bintek shingga materi benar-benar tepat sasaran, volume rakor ditingkatkan 

	3. Meningkatnya pendayagunaan data profil desa/kelurahan

	5
	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
	
	

	
	a
	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil desa/kelurahan
	Belum semua desa input data profil sesuai dengan aturan dan tepat waktu
	Pembekalan kepada pokja profil desa/kel lebih intensif, selalu dipantau dan monev ditingkatkan

	4. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakt desa yang aktif
	6
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
	
	

	
	a
	Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) dan Lumbung Desa dalam rangka Ketahanan Pangan
	Kurangya dukungan pemerintah desa dalam hal permodalan
	Sosialisasi CPPD, pembinaan, monev ke desa dengan sasaran perangkat desa dan pengelola lumbung

	
	b
	Bintek Manajemen BUMDes/BUMADES
	-
	-

	5.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
	7
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	
	

	
	a
	Monitoring dan Evaluasi TTG dan Kegiatan Krenova
	Minimnya anggaran TTG sehingga kegiatan gelar TTG baik tingkat Prov, Nasional hanya sebagai pengunjung belum sebagai peserta
	Penambahan anggaran untuk gelar TTG tingkat Provi dan nasional agar bisa menjadi peserta

	
	8
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
	
	

	
	a
	Penguatan keuangan desa
	Administrasi pertanggungjawaban yang tidak segera diselesaikan
	Melakukan pendampingan untuk penyelesaian SPJ

	
	b
	Sistem Informasi Desa (SID)
	Kurangnya SDM tenaga operator SID di desa
	Pendampingan dan bimbingan teknis untuk tenaga operator baru di desa


BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinpermades Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 (lima) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 5 sasaran telah tercapai 115 % dikategorikan memuaskan. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 5 sasaran dan 6 (enam)  indikator dikategorikan sangat baik (96 %). Dengan demikian walaupun capaian sudah 115% namun masih ada beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. 
Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinpermades 2014-2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.
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Gambar 2.2 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah
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Gambar 2.3 Sistem perencanaan daerah
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